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PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Tkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Takalar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat

dalam perkara yang diajukan oleh: 

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak

ada,  tempat  kediaman  di  Dusun  DUSUN,  Desa  DESA,

kecamatan  KECAMATAN,  Kabupaten  Taakalar,  sebagai

Penggugat;

                                                       melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan,

tempat kediaman di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan

KECAMATAN, Kabupaten Takalar, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saki-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  Gugatannya  tertanggal  24  Juni  2019

yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Takalar  Nomor

150/Pdt.G/2019/PA.Tkl. tanggal  24 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal 15  April  2011, Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Tergugat, di Dusun DUSUN,

Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Takalar, dan dicatat oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan

KECAMATAN, Kabupaten Takalar sebagaimana  bukti berupa Kutipan Akta

Nikah Nomor 42/11/IV/2011, tertanggal 29 April 2011;

2. Bahwa  setelah  akad  nikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di

Kecamatan  Luwuk,  Kabupaten  Luwuk  Banggai  selama  hampir  1  (satu)
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tahun, lalu pindah kediaman di jl. Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai ,

Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke selama lebih dari 5 (lima) tahun.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah  bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai   2

(dua) orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1 
- ANAK 2

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat  sejak awal

pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan antara penggugat

dengan  tergugat,  namun  Penggugat  berupaya  tabah  dengan  harapan

Tergugat dapat merubah sikapnya, namun karena rergugat tidak merubah

sikapnya  pada  akhirnya  hubungan  penggugat  dengan  tergugat  menjadi

tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada

intinya disebabkan karena :

- Tergugat telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik.
- Tergugat sering cemburu buta.
- Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat
- Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan bathin Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan

tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, pada saat itu Penggugat bersama

Tergugat  berada  dirumah  orang  tua  Penggugat,  hanya  karena  masalah

sepele  Tergugat  melakukan kekerasan fisik  kepada Penggugat  sehingga

memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Terguga,t Tergugat yang

dalam keadaan emosi kemudian mengambil seluruh pakaian dan berkata

ingin  menceraikan  Penggugat  dan  lalu  kemudian   meninggalkan

Penggugat.

7. Bahwa sejak bulan bulan Januari 2019 hingga saat ini, Penggugat telah

meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan

batin selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

8. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di  atas,

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama  Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dimasa

yang  akan  datang.  Dengan  demikian,  gugatan  cerai  Penggugat  telah
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memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama  Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut

relaas Nomor  150/Pdt.G/2019/PA.Tkl tanggal  27 Juni 2019  dan tanggal  4 Juli

2019 telah  dipanggil  dengan  resmi  dan patut,  dan ketidak hadiran  Tergugat

tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar

berdamai  dan  kumpul  kembali  dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil,

selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat,  yang  isinya  tetap  dipertahankan

oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  alat  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan Akta  Nikah  Nomor

42/11/IV/2011 tertanggal 29 April  2011 yang dikeluarkan oleh  Kantor urusan

Agama  (KUA)  kecamatan  KECAMATAN,  Kabupaten  Takalar,  bukti  tersebut

telah diberi  materai  cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya

ditandai bukti (P) ;

Bahwa  selain  alat  bukti  surat  tersebut  Penggugat  telah  mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi  I  :  SAKSI  1 PENGGUGAT,  umur  28 tahun,  agama Islam,  pendidikan

SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun DUSUN Desa DESA
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Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Takalar,  di  bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Tergugat  yang  bernama TERGUGAT sebagai

suami dari Penggugat, saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tanggal 15 April 2011.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orangtua  Penggugat  di  Kecamatan  Luwuk  Kabupaten  Luwuk

Banggai selama 1 tahun, kemudian pindah ke Marauke selama 5 tahun, .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sejak  awal

pernikahan  sudah  tidak  rukun  karena  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  karena

Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan beberapa kali  melakukan

kekerasan fisik pada Penggugat. 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari

2019 pada saat itu karena persoalan sepele Tergugat melakukan kekerasan

pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat yang

emosi  mengambil  semua  pakaiannya  dan  berkata  ingin  menceraikan

Penggugat.

- Bahwa  sejak  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  sejak  itu  pula

Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi

Penggugat.

- Bahwa  telah  diusahakan  untuk  merukunkan  penggugat  dan  tergugat

namun tidak berhasil;

Saksi II  :  SAKSI 2,  umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak  ada,  bertempat  kediaman  di  Dusun  DUSUN Desa  DESA Kecamatan

KECAMATAN Kabupaten Takalar,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Tergugat  yang  bernama TERGUGAT sebagai
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suami dari Penggugat, saksi adalah tante Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

tanggal 15 April 2011.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orangtua  Penggugat  di  Kecamatan  Luwuk  Kabupaten  Luwuk

Banggai selama 1 tahun, kemudian pindah ke Marauke selama 5 tahun, .

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. 

- Bahwa  awalnya  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sejak  awal

pernikahan  sudah  tidak  rukun  karena  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan.

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  berselisih  dan  bertengkar  karena

Tergugat sering cemburu pada Penggugat dan beberapa kali  melakukan

kekerasan fisik pada Penggugat. 

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari

2019 pada saat itu karena persoalan sepele Tergugat melakukan kekerasan

pada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat yang

emosi  mengambil  semua  pakaiannya  dan  berkata  ingin  menceraikan

Penggugat.

- Bahwa  sejak  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,  sejak  itu  pula

Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi

Penggugat.

- Bahwa  telah  diusahakan  untuk  merukunkan  penggugat  dan  tergugat

namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi,

dan selanjutnya mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  cukuplah Pengadilan

menunjuk kepada berita acara perkara ini,  yang untuk selanjutnya dianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat datang di persidangan; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  dipersidangan  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya

karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis

Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini

patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  sedemikian  rupa

menasehati  Penggugat mengurungkan niatnya bercerai  sesuai  amanat pasal

31  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  tahun  1975  namun  tidak  berhasil

sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara

setelah membaca meneliti  dalil-dalil  gugatan Penggugat maka yang menjadi

permasalahan dalam perkara  ini  pada pokoknya  apakah beralasan menurut

hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan

alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil  gugatan point 3, 4 dan 5 yang

pada  pokoknya  bahwa  sejak  awal  pernikahan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  muncul  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  mengakibatkan

hubungan  rumah  tangga  antara  penggugat  dengan  tergugat  menjadi  tidak

harmonis lagi akibatnya sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah

kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan  bukti  surat  P berupa  foto  kopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  KECAMATAN,

Kabupaten  takalar,  merupakan  bukti  autentik  bahwa  perkawinan  Penggugat

dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat
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Penggugat  dan  Tergugat  berkwalitas  secara  hukum  menjadi  pihak  dalam

perkara aquo;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  mengenai  pokok

gugatannya,  Penggugat  telah  mengajukan  dua  orang  saksi  keluarga  yang

terhadapnya  tidak  terdapat  suatu  halangan  formal  apapun  untuk  bertindak

sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di

bawah  sumpah,  sehingga  pengadilan  lebih  lanjut  dapat  mempertimbangkan

materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Penggugat  memberikan

keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan

langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan

demikian,  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  307  s.d.  309  R.Bg.,  keterangan

kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  material  pembuktian,  sehingga

segenap dalil  gugatan Penggugat  yang dikuatkan dengan keterangan kedua

saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  muka,  pengadilan

menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup

rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang  anak;

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serhingga

berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Penggugat,

tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan

lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi  Hukum Islam perkawinan adalah

ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa/
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sakinah  mawaddah  warahmah.  Dengan  adanya  fakta-fakta  diatas  terutama

sikap  Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah

menunjukkan  lepasnya  ikatan  batin  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah

lepas dari  sendi-sendinya (tidak  adanya ikatan batin  lagi  antara  suami  istri)

akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi

suami  istri,  sedang  dalam  ajaran  agama  Islam  menghindari  mafsadat  lebih

didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya.  Oleh  karena  itu  keinginan

Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  sejalan

dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 : 

جلب   المصالح درء المفاسد مقدم على

Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan suami  istri,  justru  sebaliknya

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
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dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir  diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar’i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan

yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp 476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).  

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari  Rabu tanggal  10 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal  7 Zulqaidah

1440 H oleh  kami  Dodi  Yudistira,S.Ag.,M.H sebagai  Ketua Majelis, Fadilah,

S.Ag dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan St. Patimah, S.H

sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  pula  oleh  Penggugat  tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Fadilah, S.Ag

Ketua Majelis

Dodi Yudistira,S.Ag.,M.H
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Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H
Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

1
.

Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

2
.

Biaya Panggilan : Rp 360.000,00

3
.

PNBP Panggilan I Penggugat : Rp 10.000,00

4
.

PNBP Panggilan I Tergugat : Rp 10.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah  : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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